NEGOSIASI INTEGRATIF UNTUK

TIMOR TIMUR*

Riza Noer Arfani

Dalam sejarah politik luar negeri Indonesia kontemporer,
kasus Timor Timur merupakan salah satu kasus paling
menarik dan menyita banyak perhatian para praktisi dan
pemerhati politik luar negeri Indonesia.. Ketika pertama kali
mencuat menjadi pembicaraan masyarakat internasional dan
agenda sejumlah organisasi internasional, kasus ini masih
berdimensi politik dan keamanan. Kini Timor Timur
dibicarakan bukan hanya dalam dua dimensi itu. Dua dimensi
lain yang kini turut mendominasi pembicaraan tentang
Timor Timur di tingkat internasional adalah HAM (Hak
Asasi Manusia) dan demokrasi (beserta implikasi-
implikasinya). Karena dua dimensi itulah pembicaraan dan
negosiasi tentang kasus ini berkembang semakin menarik
(kalau tidak semakin rumit).

* Posisi pemerintah Indonesia dalam kasus ini sudah jelas.
Timor Timur adalah bagian dari negara kesatuan Republik
Indonesia. Segala bentuk penyelesaian untuk kasus ini, oleh
karenanya, menurut pemerintah Indonesia, tidak semestinya
diletakkan dalam kerangka yang lain. Dengan posisi seperti

~itu, pemerintah Indonesia menyerahkan sepenuhnya

penyelesaian soal Timor Timur melalui pembicaraan tripar-

‘titel di bawah mediasi Sekretaris Jenderal PBB. Bentuk-

bentuk dan upaya-upaya negosiasi lain dipandang hanya
sebagai pelengkap dari mekanisme tripartite' itu. Upaya
pemerintah Indonesia merintis dan menghidupkan dialog
di antara warga Timor Timur sendiri juga bisa dilihat dalam
kerangka ini.

*
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Posisi pemerintah Portugal di
lain pihak juga sudah jelas. Ti-
mor Timur memiliki hak untuk
menentukan nasibnya sendiri.
Bagi pemerintah Portugal, hasil
referendum rakyat Timor Timur
lebih dari dua puluh tahun yang
lalu-adalah tidak sah karena dis-
ertai dengan intervensi militer
dan aneksasi wilayah. Meskipun
sering tidak bersemangat dengan
mekanisme tripartite, pemerintah
Portugal masih menggunakan
forum itu. Di luar mekanisme ini,
pemerintah Portugal aktif mem-
prakarasai dan mendorong ben-
tuk-bentuk penyelesaian lain.
Misalnya menyokong berbagai
kampanye internasional menen-
tang integrasi wilayah Timor
Timur ke dalam wilayah Indone-

Gambaran sekilas di atas
menunjukkan bahwa cara pan-
dang ‘posisional’ atau ‘distribu-
tif’ oleh pihak-pihak yang berti-
kai masih digunakan dalam up-
aya menyelesaikan kasus ini. Bagi
kedua pihak, posisi masing-mas-
ing menjadi tema sentral dalam
setiap pembicaraan/negosiasi.
Sehingga, setiap negosiasi adalah
usaha untuk memaksimalkan se-
tiap keputusan yang akan diam-
bil untuk keuntungan dan me-
neguhkan posisi masing-masing.
Bagi pemerintah Indonesia,
keputusan PBB yang terus me-
nerus menunda pembicaraan
tentang Timor Timur (dan harap-
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annya adalah menghilangkan
sama sekali dari agenda sidang-
sidang PBB) merupakan prestasi
dan kemenangan karena meng-
untungkan posisinya. Bagi pe-
merintah Portugal, segala bentuk
resolusi dan pandangan ma-
syarakat internasional yang me-
nentang dan mengutuk interven-
si militer Indonesia di Timor Ti-
mur adalah kemenangan diplo-
matik karena merugikan posisi
pemerintah Indonesia (dan seba-
liknya menguntungkan posisi-
nya).

Posisi versus Kepentingan

Hal terpenting yang tertinggal
dari cara bernegosiasi seperti itu
adalah soal ‘penyelesaian’ itu
sendiri. Adalah ironis, ketika
pada satu sisi negosiasi dimak-
sudkan untuk menyelesaikan
konflik, tetapi pada sisi lain pi-
hak-pihak yang terlibat di da-
lamnya justru terjebak dalam
tarik-menarik posisi masing-ma-
sing yang jauh dari tema ‘penye-
lesaian.” Namun itulah yang ter-
jadi selama ini pada hampir se-
tiap pembicraan soal Timor Ti-
mur. Masing-masing pihak sibuk
memperkuat posisi masing-ma-
sing, termasuk ‘pihak’ yang se-
lama ini tidak diakui secara for-
mal: gerakan-gerakan anti-inte-
grasi, seperti Ramos Horta dan
para simpatisan eks-FRETILIN.

Negosiasi —apalagi di tingkat
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internasional — memang bisa
mengambil beragam bentuk.
Salah satunya adalah yang baru
saja digambarkan di atas. Nego-
siasi seperti itu dikenal sebagai
negosiasi distributif (zero-sum ne-
gotiation) yang mengasumsikan
bahwa sumberdaya (resources)
adalah terbatas sehingga perlu
dinegosiasikan untuk menentu-
kan siapa yang dapat dan siapa
yang tidak. Oleh karenanya,
dalam negosiasi seperti ini, posi-
si masing-masing menjadi pen-
ting, yakni terutama dalam rang-
ka mencapai tujuan masing-ma-
sing secara maksimal.

Bentuk negosiasi lain —yang
akan dirinci di sini untuk kasus
Timor Timur — adalah negosiasi
integratif (win-win negotiation)?.
Negosiasi seperti ini beranggap-
an bahwa sumberdaya itu bisa
tak terbatas (non-limitable). Me-
nurut cara berfikir seperti ini,
yang sesungguhnya memainkan
peranan dalam sebuah negosia-
si adalah kepentingan (interest),
bukan posisi. Posisi hanyalah re-
fleksi dari kepentingan. Oleh ka-
renanya, yang terpenting dalam
sebuah negosiasi integratif ada-
lah bagaimana masing-masing
pihak yang terlibat mengenali
kepentingan masing-masing dan
pihak lain. Dengan mengenali
kepentingan masing-masing,
yang diharapkan adalah adanya
usaha untuk membangun ‘ke-
pentingan bersama’ (shared/com-
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mon interests). Dengan cara itu,
pihak-pihak yang terlibat dalam
sebuah konflik bisa secara inde-
penden maupun kolektif men-
jembatani kepentingan masing-
masing. Inilah yang kemudian
banyak dikenal sebagai ‘bridging
shared and/or complementary inte-
rests.”

Dalam pandangan artikel ini,
kasus Timor Timur memerlukan
lebih dari sekedar negosiasi dis-
tributif. Hal ini terutama meng-
ingat berlarut-larutnya pembi- .
caraan dan upaya penyelesaian
kasus ini . Akibatnya adalah bu-
kan saja tidak terselesaikannya
kasus ini secara menyeluruh di
tingkat internasional dan dome-
stik, tetapi juga terjadi pemboro-
san dana, tenaga, bahkan korban
jiwa dari pihak-pihak terlibat.
Artikel ini mencoba memandang
— dan semaksimal mungkin me-
rekomendasi— persoalan ini de-
ngan perspektif integratif, yakni
dengan lebih mengedepankan
isu ‘kepentingan’ daripada ‘po-
sisi’ pihak-pihak yang terlibat
dalam negosiasi kasus Timor
Timur.

Apa negosiasi integratif itu?

Satu cara mendefinisikan ne-
gosiasi integratif adalah dengan
mengkontraskannya dari nego-
siasi distributif/ posisional. Dua
perbedaan mendasar di antara
kedua bentuk negosiasi ini bisa
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dilihat dari asumsi dan falsafah
masing-masing®. Pertama, nego-
siasi posisional menganggap bah-
wa sumberdaya adalah terbatas,
sehingga yang terjadi dalam se-
tiap negosiasi adalah persaingan
memperebutkan sumberdaya
yang terbatas itu. Sementara itu,
negosiasi integratif beranggapan
bahwa tidak selalu sumberdaya
itu terbatas, sehingga tidak oto-
matis setiap negosiasi melibatkan
persaingan memperebutkan
sumberdaya. Kedua, falsafah
negosiasi posisional adalah self-
interest (kepentingan sendiri) dan
bahwa negosiasi adalah satu-sa-
tunya cara menuju penyelesaian
masalah. Sementara itu, negosiasi
integratif melihat sebuah nego-
siasi sebagai salah satu cara me-
nuju pemecahan masalah. Tu-
juannya adalah agar semua pi-
hak yang terlibat bisa menerima
dan puas dengan cara-cara yang
diambil, diputuskan dan dijalan-
kan bersama-sama itu.
‘Dengan asumsi dan falsafah
yang saling berseberangan se-
macam itu, negosiasi integratif
berbeda dari negosiasi posisional
setidaknya dalam dua hal ber-
ikut. Pertama, yang dicari dalam
sebuah negosiasi integratif ada-
lah pemecahan masalah yang
bisa memuaskan semua pihak
yang terlibat. Kedua, yang beru-
saha dibangun dalam sebuah
negosiasi integratif adalah ke-
pentingan bersama yang com-
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patible bagi semua pihak. Oleh
karenanya, peran penting se-
buah negosiasi integratif adalah
menjaga dan mempertahankan
proses negosiasi sehingga tetap
sejalan dengan kepentingan ma-
sing-masing pihak. Yang perlu
dilakukan kemudian adalah me-
rancang proses negosiasi yang
bisa mengakomodasi dan mem-
fasilitasi terbangunnya kepen-
tingan bersama pihak-pihak ber-

Negosiasi integratif, oleh kare-

naitu, bisa juga dilihat dari pro-
ses tawar-menawar (bargaining
process)-nya yang lebih mene-
kankan solusi yang win-win (po-
sitive-sum), bukan win-lose (zero-
sum). Kalau negosiasi distributif
bertujuan mengontrol, men-

~dominasi, dan mengungguli pi-

hak (-pihak) lain lewat kompro-

~mi yang menguntungkan diri

sendiri, maka negosiasi integra-
tif dimaksudkan untuk memak-
simalkan kepuasan semua pihak
yang terlibat baik secara inde-

penden maupun kolektif. Ide da-
-sar negosiasi integratif adalah

menjembatani kepentingan ber-
sama pihak-pihak yang bertikai,
yakni kepentingan bersama yang
bisa saling melengkapi kepenting-
an pihak-pihak*.

Konsepsi dasar negosiasi inte-
gratif, dengan kata lain, adalah
mengusahakan pihak-pihak
yang tengah bertikai untuk
menggeser pandangan konven-

Sl
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sional mereka bahwa negosiasi
lebih ditentukan oleh posisi-po-
sisi yang diambil ke pandangan
yang lebih menekankan negosia-
si sebagai cara untuk mencari ke-
pentingan-kepentingan bersama
yang sejalan dan compatible den-
gan kepentingan semua pihak
yang terlibat. Atau, bila meng-
gunakan kata-kata Roger Fisher
dan Scott Brown, negosiasi yang
berorientasi kepentingan adalah:
(1) negosiasi yang meng-
upayakan ‘working relationship’;
(2) negosiasi yang memisahkan
‘orang’ dari ‘masalah’; (3) nego-
siasi yang secara mutlak kons-
truktif (uncondztzonally construc-
tive)s .

Bagaimana negosiasi integra-

Untuk sampai pada penyele-
saian masalah menyeluruh, ne-
gosiasi integratif memakan wak-
tu relatif lama dan panjang. Da-
lam prosesnya ia biasanya mela-
lui tahapan-tahapan berikut: (1)
pengumpulan isu-isu yang rele-
van dengan kasus yang sedang
dihadapi; (2) upaya pengenalan
kepentingan-kepentingan para
pihak yang terlibat; dan (3) peng-

ajuan pilihan-pilihan kebijakan/

keputusan penyelesaian masa-
lah.

Roger Fisher et al dalam Be-
yond Machiavelli® memperkenal-
kan sebuah kerangka operasional

penerapan konsep negosiasi in-
tegratif di tingkat internasional
secara menarik. Argumen yang
mereka bangun pertama kali ada-
lah bahwa urusan luar negeri
(atau politik luar negeri, atau hu-
bungan diplomatik, atau hubung-
an internasional, dst.) bukanlah
lagi sebuah bidang dan arena
yang dikhususkan untuk spesia-
lis-spesialis dan ahli-ahli yang
jumlahnya terbatas. Sebaliknya,
mereka menegaskan bahwa ma-
salah-masalah kontemporer da-
lam hubungan internasional te-
lah dan akan terus menarik per-
hatian para pemerhatinya yang
sebelumnya disebut sebagai non-
spesialis, non-profesional, non-
diplomat, atau non-ahli dalam
bidang hubungan internasional’.
Pendekatan semacam ini dalam
studi-studi konflik internasional
dimaksudkan untuk membantu
kita (yaitu para non-profesional
dalam bidang hubungan inter-
nasional) menemukan hal-hal
baru yang mungkin saja tidak
dilihat oleh para profesional po-
litik internasional, kemudian
menjelaskan logika dasarnya,
dan akhirnya mempengaruhi
mereka sehingga menghasilkan
tindakan-tindakan alternatif®.
Langkah-langkah yang bisa
dilakukan untuk mulai menerap-
kan pendekatan semacam itu,
menurut Roger Fisher etal, ada-
lah: (1) dengan cara stepping into
‘their shoes’, yakni untuk mema-
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hami mengapa para profesio-
nal/spesialis dalam hubungan
internasional membuat suatu
keputusan; dan (2) dengan cara
memusatkan perhatian pada ke-
pentingan dan pilihan-pilihan
mereka®.

Langkah pertama dilakukan
untuk menemukan, mencari dan
mengenali apa yang disebut se-
bagai ‘persepsi partisan’ para pi-
hak dan para profesional hubung-
an internasional yang biasa ter-
libat dalam konflik-konflik inter-
nasional. Persepsi partisan ada-
lah persepsi atau cara pandang
yang terbangun secara sepihak
oleh pihak-pihak yang sedang
terlibat dalam konflik™. Fisher et
al memperkenalkan beberapa
langkah praktis untuk melaku-
kan ini: (1) dengan cara meng-
amati (sebuah proses negosiasi
misalnya) dari sudut pandang
yang berbeda dari yang biasa
kita' gunakan; (2) dengan cara
‘menukar peran’ para pihak
yang bertikai, yakni untuk ber-
empati pada posisi dan cara pan-

dang masing-masing; (3) dengan

cara mengenali latar belakang
pernyataan-pernyataan mereka,
yaitu untuk mengenali kepenting-
an-kepentingan yang men-
dasarinya™.

Sementara itu, langkah kedua
dimaksudkan sebagai upaya un-
tuk memahami pesan-pesan
(yang sesungguhnya, bukan
yang ‘basa-basi’) pihak-pihak
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yang tengah bertikai. Yang per-
lu diyakini adalah bahwa per-
ubahan cara pandang, persepsi
atau pilihan tindakan di satu pi-
hak dalam sebuah konflik adalah
bagian dari masalah pihak lain2.
Kunci untuk keluar dari sebuah
jalan buntu dalam suatu negosia-
si posisional adalah dengan cara
memfokuskan diri pada pilihan-
pilihan pihak lain, bukan pada
pilihan-pilihan kita sendiri, dan
kemudian melihat apa yang bisa
kita lakukan untuk mengubah- -
nya®.

Kasus Timor-Timur: Posisi Pa-
raPihak '

Ada dua pihak utama yang
selama ini secara formal melaku-
kan berbagai upaya penyelesaian
masalah Timor Timur, yaitu pe-
merintah Indonesia dan peme-
rintah Portugal. Di luar yang for-
mal, seperti telah disebutkan se-
belumnya, ada pihak-pihak yang
secara faktual ikut mempenga-
ruhi jalannya berbagai proses
penyelesaian masalah ini. Satu
yang paling aktif di antaranya
adalah gerakan kemerdekaan
Timor Timur*.

Pihak-pihak inilah yang se-
cara konstan terlibat dalam per-
tikaian sejak wilayah Timor Ti-
mur dilanda perang saudara di
pertengahan 1970-an. Pertikaian
itu sendiri terpusat pada isu ke-
merdekaan dan/atau penentuan
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nasib sendiri wilayah Timor Ti-
mur sejak Portugal, negara kolo-
nialnya, memutuskan untuk
mengembalikan kekuasaannya
atas wilayah ini pada tahun
1974. Isu inilah yang kemudian
menyeret perbedaan tajam pen-
dirian pihak-pihak yang terlibat
dalam berbagai isu lain yang
menyertainya, seperti isu-isu hak
asasi manusia, kesejahteraan dan
keamanan wilayah.

Negosiasi yang ada selama ini
berlangsung di bawah mediasi
Sekretaris Jenderal PBB, yaitu
apa yang dikenal dengan ‘pem-
bicaraan tripartit tentang Timor
Timur’ antara pemerintah Indo-
nesia, pemerintah Portugal dan
Sekjen PBB. Forum ini sendiri di-
maksudkan untuk mencari solu-
si yang bisa diterima secara in-
ternasional. Pemerintah Indone-
sia dan Portugal (tetapi juga,
dalam batas tertentu, CNRM)
telah menggunakan forum ini
sebagai arena untuk memperke-
nalkan, mempertahankan dan
memperkuat posisi masing-ma-
sing. Proses semacam inilah
yang selama lebih dari dua pu-
luh tahun mewarnai forum pem-
bicaraan tripartit. Sehingga ti-
daklah terlalu mengherankan,
bila dengan proses semacam itu,
forum tripartit belum menampak-
kan tanda-tanda signifikan yang
mengarah kepada resolusi yang
permanen dan bisa dijalankan
bersama oleh para pihak®.

Bagian berikut mengulas se-
cara ringkas posisi-posisi para
pihak terhadap kasus ini. Per-
nyataan Nugroho Wisnumurti,
perwakilan tetap RI di PBB, da-
lam suratnya kepada editor ma-
jalah Christian Science Monitor
berikut ini (yang dimuat pada
tanggal 29 Agustus 1996, me-
nanggapi artikel opini di majalah
yang sama, 19 Agustus 1996,
berjudul “East Timor Awaits In-
dependence”) menggambarkan
posisi pemerintah Indonesia ter-
hadap isu Timor Timur?: '

Integrasi Timor Timur ke Indo-
nesia tidak dilakukan melalui inva-
si dan aneksasi sebagaimana dise-
butkan dalam artikel. Pada ke-
nyataannya, Indonesia memenuhi
permintaan perwakilan empat dari
lima partai politik yang ada di sana
untuk memasuki Timor Timur un-
tuk melindungi kelompok mayori-
tas yang terancam oleh kelompok
minoritas yang dipersenjatai oleh
pemerintah kolonial Portugal sebe-
lum mereka meninggalkan wilayah
ini. Ini merupakan tindakan ke-
manusiaan yang didorong oleh be-
ban yang harus ditanggung akibat
mengalirnya berpuluh-puluh ribu
pengungsi ke wilayah Timor Barat
di Indonesia' . Adalah tidak benar
sebagaimana disebutkan dalam ar-
tikel bahwa PBB telah 10 kali me-
ngeluarkan resolusi yang menen-
tang Indonesia dan bahwa Sekreta-
ris Jenderal PBB telah menyerukan
referendum. Kenyataannya bahkan
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Sekjen PBB berniat untuk tetap
melanjutkan dialog tripartite antara
Indonesia dan Portugal dengan
mediasinya. Tidak perlu diperta-
nyakan bahwa kehidupan di Timor
Timur tidaklah sempurna, tetapi
catatan menunjukkan bahwa telah
banyak yang dilakukan dalam dua
puluh tahun terakhir ini jauh me-
lebihi yang ada dalam masa 400
tahun kolonialisme Portugis. Patut
disayangkan bahwa banyak kritik
seperti yang disampaikan dalam
artikel dimaksud mengabaikan
sama sekali fakta sebelum dekolo-
nisasi Timor Timur. Penulis artikel
ini seharusnya menaruh perhatian
lebih banyak lagi pada koloni Por-
tugal yang terlupakan ini, dan tan-
tangan yang dihadapi Indonesia
dalam memenuhi kebutuhan pem-
bangunan wilayah Timor Timur
tidaklah (akan) sebesar ini.

Pemerintah Portugis, di lain
pihak, menganut kebijakan-kebi-
jakan dasar berikut menyangkut
isu Timor Timur?:

1. Timor adalah salah satu teri-
tori non-otonomi terakhir da-
lam komunitas internasional
yang proses dekolonisasinya
diinterupsi secara kasar dan
tanpa perhatian sama sekali
dari PBB;

2. Pelaksanaan hak penentuan-
sendiri rakyat Timor Timur
sudah dicapai dengan mudah
jika dilihat dari perkembang-
an hubungan internasional
akhir-akhir ini dan situasi in-
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ternal di Indonesia dan timor
Timur;

3. Alasan utama kegagalan ke-
bijakan luar negeri Indonesia
terletak pada tetap bertahan-
nya semangatresistensi rakyat
Timor Timur yang mengaki-
batkan tidak diterimanya
aneksasi wilayah ini oleh In-
donesia baik di tingkat inter-
nasional maupun secara in-
ternal di Timor Timur sendiri;

4. Kebijakan luar negeri Portugal
tentang Timor Timur didasar- .
kan pada: (a) solidaritas kami
kepada rakyat Timor Timur
sebagai bagian dari kebersa-
maan sejarah kami sepanjang
lebih dari empat abad di wi-
layah ini; (b) tanggungjawab
internasional kami yang diwu-
judkan dalam dukungan
kami kepada PBB untuk men-
jadi penguasa administratif di
Timor Timur; (c) kewajiban
konstitusional kami untuk
menjalankan hak penentuan-
sendiri rakyat Timor Timur;

5. Kebijakan luar negeri seperti
ini bertujuan untuk mencipta-
kan kondisi bagi terlaksana-
nya hak penentuan-sendiri
rakyat Timor Timur dan un-
tuk membantu melepaskan
penderitaan rakyat Timor Ti-
mur;

6. Dalam bidang politik luar
negeri, kami akan bertindak
dalam persoalan ini sejalan
dengan aspek-aspek berikut:



(a) pencapaian kebijakan
yang menempatkan per-
soalan Timor dalam semua
arena internasional yang me-
libatkan pemerintah Portugal,

khususnyadiPBB dan Uni

Eropa, dan juga kontak-kon-
tak bilateral dengan pemerin-
tahan-pemerintahan yang ‘se-
cara strategis’ berseberangan
posisinya dengan Indonesia,
baik di APEC maupun
ASEAN; (b) solusi untuk per-
soalan Timor harus ditemu-
kan melalui saluran-saluran
diplomatik Portugal, baik
dalam forum dialog dengan
Indonesia di bawah mediasi
Sekjen PBB maupun pada sa-
atyang sama melalui Komisi-
Komisi HAM internasional
dan Mahkamah Peradilan In-
ternasional; (c) sampai hak
penentuan-sendiri dijalan-
kan, Portugal akan tetap beru-
saha melepaskan penderitaan
rakyat Timor Timur dengan
menggunakan berbagai fora
internasional untuk menga-
wasi tindakan kekerasan dan
opresi di wilayah ini;

. Karena Portugal tidak punya
klaim apa pun atas Timor Ti-
mur kecuali dalam hal yang
menyangkut upaya perlin-
dungan terhadap warganya,
Portugal tidak memiliki ga-
gasan apa pun tentang ba-
gaimana rakyat Timor Timur
akan menentukan status poli-
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tiknya, meskipun kami juga
berkewajiban memfasilitasi
dan mendorong dijalankan-
nya hak-hak penentuan-
sendiri rakyat Timor Timor
secara bebas dan demokratik
sesuai dengan hukum interna-
sional yang ada;

8. Dengan pertimbangan itulah
pemerintah Portugal akan se-
lalu menggunakan berbagai
kemungkinan yang bisa dijang-
kau untuk menyelesaikan per-
soalan ini: kami akan tetap
menjalin kontak permanen
dengan berbagai gerakan per-
lawanan, dan kami juga tetap
melihatbahwa dialog di anta-
ra orang Timor sendiri adalah
tindakan positif dalam ke-
rangka konsultasi Sekjen PBB;

9. Portugal telah menjadikan
persoalan Timor ini sebagai
salah satu isu sentral dalam
kebijakan luar negerinya, teta-
pi kami juga hendak mene-
gaskan bahwa kami tidak pu-
nya masalah dengan rakyat
Indonesia, tetapi tindakan pe-
merintah Indonesia yang me-
lawan hukum internasional-
lah yang kami permasalahan.
Sementara itu, gerakan pro-

kemerdekaan CNRM juga mem-

punyai agenda sendiri dalam isu
ini. Selain mengklaim bahwa
misi utamanya adalah me-
mimpin resistensi melawan pen-
dudukan Indonesia dan me-
mampukan rakyat Timor Timur
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menentukan sendiri masa depan-
nya sejalan dengan hak mereka
yang diakui secara internasional,
CNRM juga telah menawarkan
apa yang disebutnya sebagai
“Rancangan Damai Timor Ti-
mur” yang diyakininya konsisten
dengan peran perdamaian PBB
yang diperluas. Berikut ini isi ran-
cangan tersebut:

Fase Pertama (satu sampai dua
tahun): pembicaraan Indonesia-
Portugal di bawah mediasi Sekjen
PBB, dengan partisipasi rakyat
Timor Timur, untuk mencapai
kata sepakat tentang penghen-
tian aktifitas bersenjata di Timor
Timur; pembebasan tahanan-tah-
anan politik; pengurangan per-
sonel militer Indonesia; penarikan
persenjataan; perluasan aktifitas
Palang Merah Internasional
(ICRC= International Committee of
the Red Cross); pengurangan pe-
gawai negeri Indonesia; sensus
penduduk; penyediaan akses
bagi lembaga-lembaga khusus
PBB untuk pemulihan dan
perlindungan lingkungan, pe-
mukiman kembali penduduk,
pembangunan kota, perawatan
wanita dan anak-anak dan kese-
hatan publik dan imunisasi;

pemulihan kembali hak-hak asa-

si manusia, pencabutan larangan
berbahasa Portugis dan Tetum;
pembentukan Komisi HAM yang
independen; pengangkatan seor-
ang representatif Sekjen PBB di
Timor Timur.

Fase Kedua adalah apa yang
mereka sebut sebagai “otonomi”
(lima tahun). Fase ini adalah se-
buah tahap transisi otonomi
yang memungkinkan rakyat
Timor Timur memerintah sendi-
ri secara demokratis melalui in-
stitusi-institusi lokal mereka.
Tahap ini memerlukan: pemili-
han umum demokratik untuk
lembaga perwakilan lokal den-
gan mandat lima tahun di
bawah supervisi dan bantuan
PBB. Hanya orang Timor Timur -
yang boleh memilih dan dipilih;
pemilihan Gubernur Timor
Timur untuk periode lima tahun
oleh lembaga perwakilan terse-
but; lembaga perwakilan ini
akan mempunyai kekuasaan
dan kewenangan membuat un-
dang-undang di bidang-bidang,
antara lain, hubungan perda-
gangan internasional, investasi,
properti, dan imigrasi; penarikan
seluruh pasukan Indonesia dan
pengurangan kembali pegawai
negeri Indonesia; pembentukan
kekuatan polisi teritorial PBB
yang berada di bawah koman-
do gubernur, tidak ada angkat-
an bersenjata. Fase kedua ini
bisa diperluas dengan persetu-
juan bersama antara Indonesia
dan penduduk Timor Timur un-
tuk menyatakan pandangan
masing-masing melalui sebuah
referendum.

Fase Ketiga adalah proses
“penentuan-sendiri” rakyat
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Timor Timur. Fase ini meliputi
persiapan untuk sebuah referen-
dum untuk melaksanakan hak
penentuan-sendiri rakyat Timor
Timur, yang akan diselenggara-
kan dalam jangka waktu satu
tahun sejak dimulainya fase ini.
Dalam referendum inilah pen-
duduk Timor Timur bisa memi-
lih untuk berasosiasi secara be-
bas atau berintegrasi ke dalam In-
donesia, atau merdeka.

Merancang Kembali Proses
Negosiasi

Langkah awal yang bisa
membantu kita merancang
kembeali proses negosiasi Timor
Timur adalah dengan mengem-
bangkan sebuah arena negosiasi
yang memungkinkan para pihak
berupaya menampilkan dan
membangun kepentingan-ke-
pentingan bersama mereka. Di-
alog tripartit di bawah naungan
Sekjen PBB adalah langkah pa-
ling awal, meskipun ia meng-
abaikan satu pihak potensial
dalam pertikaian ini: CNRM.

Pada praktiknya, CNRM se-
ringkali menjadi hambatan (dan
juga pericuh) utama proses dia-
log tripartit ini. CNRM seringka-

li menciptakan, mengembang-

kan dan melanggengkan arena
negosiasi tandingan di luar pro-
ses tripartit tadi. Dengan menge-
sampingkan CNRM dalam pro-
ses formal tripartit, kita secara tak
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sadar telah menciptakan situasi

tawar menawar yang posisional

dalam proses negosiasi Timor

Timur selama ini.

Meskipun demikian, mema-
sukkan CNRM ke dalam proses
dialog tripartitjuga bukan meru-
pakan jaminan untuk sebuah
negosiasi yang efektif. Ini ha-
nyalah langkah paling awal
yang harus kita ambil jika yang
diinginkan adalah proses nego-
siasi yang hendak membangun
kepentingan-kepentingan bersa-
ma para pihak.

Langkah besar berikutnya
adalah menyusun teknik-teknik
untuk menciptakan sebuah are-
na yang memungkinkan para
pihak membagi bersama kepen-
tingan-kepentingan masing-ma-
sing dalam proses negosiasi. Ro-
ger Fisher, et al, dalam Beyond
Machiavelli, menguraikan lang-
kah-langkah itu sebagai berikut:
1. Mengenali persepsi partisan

masing-masing pihak yang

bertikai’®;

2. Membedakan posisi-posisi
para pihak dari kepentingan-
kepentingan mereka (yang
sesungguhnya)®; dan

3. Menangani setiap konflik
yang muncul dalam proses
negosiasi dengan mendefi-
nisikan dan mendesain pe-
ran-peran Pihak Ketiga dalam
setiap bentuk konflik?;

Ide tentang persepsi partisan
didasari oleh kenyataan bahwa
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seringkali persepsi kita tentang
sesuatu itu parsial dan selektif.
Kita melihat sesuatu secara sele-
ktif berdasarkan pada pandan-
gan kita sebelumnya dan kita juga
cenderung mengabaikan atau
tidak tahu data-data lain (yang
tak pasti) mengenainya?. Oleh
kerana itu, persepsi kita di masa-
masa berikutnya seringkali akan
jauh lebih terdistorsi apabila per-
sepsi kita saatini parsial, selektif
dan distortif>.

Tabel 1 menampilkan sejum-
lah persepsi partisan para pihak
yang terlibat dalam persoalan
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Setelah kita mengetahui per-
sepsi-persepsi partisan para pi-
hak, langkah berikutnya adalah
membedakan posisi-posisi para
pihak dari kepentingan-kepen-
tingan mereka yang sesungguh-
nya. Langkah ini membawa kita
pada isu peran ‘pihak ketiga’
dalam proses negosiasi. Pihak
ketiga di sini bisa bertindak se-
bagai mediator, fasilitator atau
bahkan pengamat. Dalam pan-
dangan Roger Fisher, et al, ada
setidaknya tiga urut-urutan tin--
dakan yang bisa dilakukan pihak
ketiga dalam proses negosiasi”.

Timor Timur?.

Pertama-tama yang perlu di

Tabel 1. Persepsi-Persepsi Partisan Kasus Timor Timur

Persepsi partisan Indonesia

Persepsi partisan Portugis

Persepsi partisan CNRM

Rakyat Timor Timur dalam
sebuah proses referendum
yang disusun secara interna-
sional telah memutuskan un-
tuk berintegrasi ke dalam In-
donesia

Kehadiran pasukan Indone-
sia adalah karena undangan
faksi-faksi politik di Timor
Timur yang lebih lemah dan
tertindas (seperti Apodeti
dan KOTA) untuk memulih-

perdamaian

Langkah-langkah pemulihan
keamanan di Timor Timur
yang dilancarkan Indonesia
didorong oleh haknya yang
sah untuk mempertahankan
integritas teritorinya dan
kedaulatannya, dan untuk
melindungi keamanan jiwa
dan properti warga negara-
nya

kan kembali keamanan dan,

Pasukan Indonesia mengin-
tervensi Timor Timur dan
menganeksasi wilayahnya

Kehadiran kekuatan militer
Indonesia di Timor Timur
adalah sebuah tindakan cam-
pur tangan atas hak penen-
tuan-sendiri rakyat Timor
Timur

Intervensi militer Indonesia
merupakan tindakan agresi
yang mempengaruhi per-
damaian di kawasan ini dan
pelaksanaan hak penentuan-
sendiri, kebebasan dan ke-
merdekaan rakyat Timor
Timur

Militer Indonesia melakukan
pendudukan di Timor Timur
dan mengabaikan hak ‘pe-
nentuan-sendiri’ rakyatnya

Intervensi militer Indonesia
bertujuan untuk menghan-
curkan gerakan kemerdekaan
(Fretilin) karena penolakan-
nya dalam proses integrasi

Intervensi militer Indonesia
dimaksudkan untuk mendi-
rikan pemerintahan provi-
sional ‘boneka’ yang dikenda-
likan oleh pemerintah Jakar-
ta

—_—




Riza Noer Arfani, Negosiasi Integratifuntuk Timor Timur

45

Persepsi partisan Indonesia

Persepsi partisan Portugis

Persepsi partisan CNRM

Ancaman komunisme dan
pengungsian besar-besaran
rakyat Timor Timur ke wi-
layah Indonesia merupakan
perhatian utama pemerintah
Indonesia

Portugal telah meninggalkan
begitu saja proses dekolonisa-
si Timor Timur, dengan
membiarkan terjadinya kete-
gangan politik dan militer
yang membahayakan stabil-
itas domestik Indonesia

Fretilin adalah partai/gerak-
an politik komunis yang te-
lah melakukan serangkaian
aksi-aksi politik radikal dan
opresif; ia hanya mewakili
sejumlah kecil rakyat Timor
Timur

Indonesia tidak memiliki am-
bisi teritorial atas Timor Ti-
mur. Wilayah ini memiliki
ikatan historis dengan negeri
ini. Timor Timur adalah en-
clave kolonial akibat dari
konspirasi kolonial yang
membagi pulau Timor men-
jadi dua.

Pemerintah Indonesia dan pe-
merintah provisional Timor
Timur telah secara serius
menangani isu-isu hak asasi
manusia dengan menjalan-
kan dan terlibat dalam ber-
bagai program pemba-
ngunan di bidang-bidang
pendidikan, kesehatan ma-
syarakat, pekerjaan umum,
perumahan, irigasi, pertanian
dan komunikasi. Kami meng-
anggap isu ini terpisah dari
persoalan penentuan sendiri
Timor Timur.

Indonesia seharusnya mem-
beri kesempatan kepada lem-
baga-lembaga internasional
untuk menangani persoalan
ini (seperti Palang Merah In-
ternasional)

Proses dekolonisasi Timor
Timur tengah berlangsung ke-
tika ketegangan politik pecah
menjadi perang saudara ber-
darah. Pemerintah Portugis
tidak berniat meninggalkan
wilayah ini dan membiarkan
proses dekolonisasinya terka-
tung-katung.

Fretilin adalah partai politik
yang mewakili sebagian be-
sar rakyat Timor Timur

Timor Timur berada di ba-
wah pemerintahan Portugis
sejak ditandatanganinya apa
yang disebut sebagai traktat
perbatasan kolonial antara
Belanda dan Portugal di Lis-
bon (20 April 1859)

Pemerintah Portugas sangat
menaruh perhatian terhadap
penderitaan dan pelanggaran
hak asasi manusia rakyat
Timor Timur. Kami mengang-
gap isu ini adalah bagian tak
terpisahkan dari persoalan
penentuan sendiri Timor
Timur.

Gejolak politik di Timor
Timur adalah urusan inter-
nal yang seharusnya ditanga-
ni oleh dan dalam jurisdiksi
rakyat Timor Timur

Kemajuan proses dekolonisa-
si Timor Timur sangat lam-
bat dan sangat ditentukan
dan dicampuiri oleh kekuat-
an-kekuatan eksternal. Rak-
yat Timor Timur harus me-
miliki hak menentukan nasib-
nya sendiri dalam proses ini.

Fretilin adalah gerakan ke-
merdekaan yang berusaha
menampilkan kepentingan
rakyat Timor Timur yang se-

sungguhnya

Rakyat Timor Timur lebih de-
kat secara etnik, linguistik
dan kultural kepada rakyat
Papua Nu Gini daripada ke-
pada Jawa (kelompok etnik
terbesar di Indonesia)

Indonesia terus menerus
melakukan pelanggaran seri-
us terhadap hak asasi manu-
sia dalam bentuk penin-
dasan terhadap para anggo-
ta gerakan kemerdekaan, in-
vestigasi militer yang dilaku-
kan dengan cara-cara keke-
rasan dan penyiksaan sis-
tematik yang memaksa para
korbannya untuk menanda-
tangani pernyataan yang
menyudutkan korban lain.
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Persepsi partisan Indonesia

Persepsi partisan Portugis

Persepsi partisan CNRM

Penyelesaian persoalan Ti-
mor Timur harus didasarkan
pada mekanisme pembica-
raan tripartit di bawah
naungan Sekjen PBB

Rakyat Timor Timur seharus-
nya tidak lagi berurusan den-
gan isu kedaulatan politik.
Mereka punya hak untuk
menjalankan pembangunan
sosial dan ekonominya

Integrasi Timor Timur ke da-
lam Indonesia adalah final

Mekanisme, rancangan dan
proses negosiasi di luar jalur
yang formal harus ditujukan
untuk kepentingan dan upa-
ya pembangunan Timor
Timur

Penyelesaian persoalan Timor
Timur harus dilakukan mela-
lui mekanisme pembicaraan
tripartit dengan membuka
kemungkinan bagi upaya-
upaya mediasi lain

Masalah penentuan nasib
sendiri dan kedaulatan rak-
yat Timor Timur tetap rele-
van sepanjang masyarakat
internasional belum secara
utuh menerima integrasi
wilayah ini ke dalam Indone-
sia

Integrasi Timor Timur ke da-
lam Indonesia bertentangan
dengan hukum dan patut
dipertanyakan

Negosiasi apapun tentang
Timor Timur harus diarahkan
ke upaya-upaya pelaksanaan
hak penentuan-sendiri secara
adil dan fair

Penyelesaian persoalan Ti-
mor Timur harus dilakukan
oleh orang-orang Timor Ti-
mur sendiri dengan pertama-
tama mengeluarkan kekuat-
an-kekuatan eksternal dari
wilayah ini (seperti kehadiran
militer Indonesia)

Rakyat Timor Timur punya

hak otonomi dan menentu-
kan status wilayah mereka
sendiri melalui pemilihan
umum yang adil dan diteri-
ma secara internasional

“Integrasi Timor Timur ke da-

lam Indonesia bertentangan
dengan hukum dan patut
dipertanyakan, sehingga per-
lu ditentang

Negosiasi tentang Timor
Timur harus menyertakan se-
mua pihak, khususnya
CNRM dan para pendukung-
nya

lakukan seseorang (atau seke-
lompok orang) yang berperan se-
bagai pihak ketiga adalah apa
yang disebut sebagai ‘role rever-
sal.” Langkah ini adalah upaya
untuk memahami konflik dari
sudut pandang yang berbeda,
khususnya dari sudut pandang
para pihak yang terlibat dalam
pertikaian. Dengan tindakan ini,
seorang mediator, fasilitator atau
pengamat berempati terhadap
apa yang dilakukan dan dirasa-

kan para pihak. Memahami po-
sisi para pihak dalam sebuah
proses negosiasi bukanlah seke-
dar aktivitas intelektual. Me-
mang, kita perlu berfikir jernih
apabila kita ingin mengetahui
bagaimana para pihak berfikir
tentang suatu persoalan. Tetapi,
yang tak kalah penting adalah
merasakan bagaimana para pi-
hak secara emosial terlibat
dalam suatu persoalan?®.
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Kedua, peran pihak ketigadi- pihak ketiga dalam hal ini dite-
lakukan dengan memperhatikan kankan pada upaya menjem-
muatan-muatan implisit dalam  batani kepentingan-kepentingan
pernyataan-pernyataan para pi- para pihak, sehingga kepenting-
hak, yaitu untuk mengetahuike- an-kepentingan mereka pada
pentingan-kepentingan mereka akhirnya saling komplementer,
yang tersembunyi. Role reversal integratif dan “dibutuhkan ber-

merupakan satu cara untuk me-
ngetahui seberapa lebar ‘ruang
gerak’ para pihak. Dengan cara
inilah kita mengenali lebih jauh
kebutuhan dan perhatian mere-
ka yang tak terlihat dalam pros-
es formal negosiasi” . Seorang
mediator, oleh karenanya, aktif
melihat ‘dari belakang’ posisi-
posisi para pihak untuk menge-
nali kepentingan-kepentingan

sama.” Dalam kata-kata Fisher,
etal, “... both passangers in a life-
boat want to get to shore and may
subordinate their differences in pur-
suit of that common purpose.”*®
Meskipun demikian, kita perlu
tetap memperhatikan bidang-
bidang yang menjadi ajang per-
bedaan kepentingan para pi-
hak®.

Tabel 2 menawarkan sebuah

yang tak terlihat tadi. alternatif untuk membedakan

Ketiga, pihak ketiga berperan  sejumlah posisi para pihak yang
mencari kepentingan-kepen- terlibatdalam kasus Timor Timur
tingan yang mungkin diingini dari kepentingan-kepentingan
dan dianut bersama-sama oleh mereka yang tak terlihat dalam

setiap pihak yang terlibat. Peran

Tabel 2. Posisi dan Kepentingan
Kasus: Timor Timur

proses negosiasi formal .

Indonesia Portugal CNRM

Timor Timur adalah bagian | Timor Timur masih da- | Timor Timur tengah
- intggral dari Republik Indo- la}m proses dekolonisa- | memperjuangkan ke-
-~ |nesia si merdekaannya
L]
2_ Negosiasi internasional ten- | Negosiasi internasional | Negosiasi internasional
.\ |tang Timor Timur dilakukan| tentang Timor Timur di- | tentang Timor Timur di-
o |dalam forum diplomatik tujukan untuk terlaksa- | lakukan untuk terben-
‘@ |formal antara pemerintahan | nanya hak penentuan tuknya sebuah negara
© |Indonesia dan pemerintah |sendiri rakyat Timor Ti- | Timor Timur merdeka.
A« | Portugal di bawah naungan | mur

Sekjen PBB

—_—
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Substantif Substantif Substantif
Stabilitas politik dan kea- . | Menunjukkan kemauan | Representasi politik,
manan domestik Indonesia | dan tanggungjawab un- | kontrol lokal dan ke-
(khususnya selama Perang | tuk memfasilitasi pro- makmuran rakyat Ti-
Dingin, untuk membendung| ses dekolonisasi Timor mor Timur.
ancaman komunis yang bi- | Timur.
sa menciptakan instabilitas
regional)
Mencegah terjadinya prese- | Meminimalkanan pan- Pengakuan dan legiti-
den separatisme-politik dangan negatif tentang | masi internasional bagi
perilaku dan politik kolo-| gerakan kemerdekaan
nialnya di masa lalu. Timor Timur
Mempertahankan ide kesa- | Memainkan kekuatan ta- | Perwakilan diplomatik
tuan negara Republik Indo- | war menawarnya dalam | formal dan internasio-
nesia negosiasi sebagai bekas | nal untuk rakyat Timor
kekuatan kolonial di Ti- | Timur melalui peran
Timor Timur gerakan kemerdekaan
S | Tidak kehilangan muka da- | Mendukung aksi-aksi Mengganggu dan men-
% | lam forum negosiasi internad internasional yang me- campuri forum-forum
£ | sional dengan menyatakan | nentang intervensi dan negosiasi internasional
& | bahwa proses integrasi Ti- | aneksasi Indonesia atas | yang menolak hak Ti-
& | mor Timur sah dan dilaku- | Timor Timur mor Timur sebagai
X | kan dengan persetujuan in- negara merdeka
& | ternasional
&
£ | simbolik Simbolik Simbolik _
& Hubungan historis dan kul- | Hubungan kolonial rak- | Rakyat Timor Timur
& | tural antara rakyat Timor | yat Timor Timur dengan | berbeda secara historis
* | Timur dan rakyat Indonesxa rakyat Portugal maupun kultural dari
lainnya. rakyat Indonesia lain-
nya.
Stabilitas regional di kawas-| Persemakmuran bekas Hak penentuan sendiri
an Asia Tenggara kolonial Portugis rakyat Timor Timur dan
kemerdekaan Timor Ti-
mur
Ekonomi-Politik Domestik| Ekonomi-Politik Do- Ekonomi-Politik Do-
mestik mestik
Kesejahteraan untuk rakyat | Menunjukkan bahwa sis- | Memperoleh kembali le-
Timor Timur dengan stabi- | tem pollitik demokrasi gitimasi dan otoritas po-
litas politik yang didapat- | liberal merupakan ciri litik gerakan kemerdeka-
kannya lewat integrasi ke | utama dan bagian dari | an Timor Timur, baik
Indonesia kebijakan luar negeri secara domestik di wila-
Porgal yah Timor Timur dan
internasional
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Ekonomi-Politik Domestik| Ekonomi-Politik Do- Ekonomi-Politik Do-
< mestik mestik
B
Z | Potensi untuk sumber-sum- | Kemungkinan diperoleh-| Mengembangkan agenda
§ |ber daya ekonomi untuk nya konsesi-konsesi po- | sosial, politik dan ekono-
& | kepentingan rakyat Timor | litik dan ekonomi bagi mi sendiri sebagai sebu-
» | Timur dan peningkatan hu- | aktor-aktor politik Por- | ah negara merdeka, se-
£ | bungan diplomatik Indone- | tugis, terutama ketika hingga mengundang per-
% | sia-Australia melalui berba- | kepentingan mereka se- | hatian internasional yang
£ | gai bentuk kerjasama di an- | jalan dengan kepenting- | lebih besar dan intens
5 | tara kedua negara ini di wi- | an para pemimpin ge- (seperti investasi, perda-
2 |layah Timor Timur. rakan kemerdekaan Ti- | gangan, turisme, dst.)
b4 mor Timur. jika Timor Timur adalah
sebuah negara merdeka.
Seperti telah disebutkan sebe-  yang dijalankan oleh seorang fa-
lumnya, langkah besar berikut-  silitator. Sementara jenis peran

nya adalah mengidentifikasi dan

merancang peran-peran yang

bisa dimainkan pihak ketiga
dalam setiap tahapan konflik
Timor Timur ini. Ide yang men-
dasarinya adalah bahwa se-
ringkali intervensi pihak ketiga
membantu memecahkan per-
soalan dengan cara, pertama,
memastikan para pihak yang
bertikai untuk lebih fokus kepa-
da persoalan yang dihadapi ber-
sama daripada saling menyerang
satu sama lain dan, kedua, mem-
pertahankan fokus perhatian
para pihak lebih pada kepenting-
an masing-masing daripada po-
sisi masing-masing®.

Beberapa jenis peran pihak
ketiga bisa murni bersifatadmin-
istratif, seperti fungsi-fungsi

yang lain bisa langsung berha-
dapan dan menangani substan-
si persoalan, seperti peran-per-
an yang dijalankan oleh seorang
mediator, Meskipun demikian,
ketika yang kita pertimbangkan
adalah peran-peran pihak keti-
ga yang mungkin berguna bagi
sebuah pemecahan persoalan,
adalah juga penting untuk me-
lihat alternatif dan pilihan per-
an di luar label-label konven-
sional resolusi konflik, seperti
‘ADR’ (Alternative Dispute Res-
olution), ‘negosiasi’, ‘mediasi’,
atau ‘arbiitrasi.’

Tabel 3 menawarkan sejum-
lah rancangan alternatif dan pi-
lihan peran pihak ketiga untuk
kasus Timor Timur®.
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Tabel 3. Beberapa Pilihan Peran Pihak Ketiga

Kasus Timor Timur

Jangkauan peran

Tindakan Alternatif

Penyelenggara Alternatif

Peran-peran yang terutama
berorientasi pada proses

Peran-peran yang mengga-
bungkan proses dan subs-
tansi :

Peran-peran yang terutama

berorisentasi pada substansi

arakan sebuah
konferensi diplomatik

Menyelengg;

Mengembangkan mekanis-
me dan teknik-teknik un-
tuk membantu par apihak
mendiagnosa konflik yang
tengah mereka hadapi

Memfasilitasi sebuah sesi
‘curah ide' (brainstorming)

Mengadakan sebuah sesi
untuk mengembangkan
deratan-deretan pilihan
tindakan yang mungkin
bisa dipertimbangkan pa-
ra pihak

Memfasilitasi sebuah 'pro-
sedur satu-teks'

Evaluasi netral terhadap
absahan dan nilai dari
klaim-klaim yang diaju-
kan para pihak
Menyiapkan keputusan

yang mengikat untuk isu-
isu utama yang mengemu-|

PBB atau negara (-negara) ne-
tral lain

Lembaga-lembaga akademik
(universitas, yayasan, pusat
studi/riset, dll.)

Pakar internasional dan fa-
silitator terlatih atau lembaga
fasilitasi

Lembaga-lembaga nir-laba
(Palang Merah Internasional |
(IRC), forum AIETD misalnya)

Seorang figur internasional
terkemuka (Sekjen PBB, Nel-
sol Mndela?)

Pakar internasional dan orga-
nisasi arbitrasi yang khusus
menangani persoalan semacam

Mahkamah internasional (In-
ternational Court of Justice)

ka dalam sebuah kasus

Penutup

Gagasan dasar sebuah nego-
siasi integratif (interest-based ne-
gotiation) adalah menjembatani
kepentingan bersama dan kom-
plementer para pihak yang terli-
bat dalam sebuah konflik. Kasus
Timor Timur yang baru saja kita
lihat di atas menunjukkan sejum-
lah alternatif yang -meskipun
para pihak sangat kuat memper-
tahankan posisi masing-ma-
sing —bisa kita gunakan lebih

lanjut dalam sebuah proses ne-
gosiasi yang berorientasi meng-
integrasikan kepentingan bersa-
ma.

Posisi-posisi yang dipertunjuk-
kan oleh para pihak dalam ka-
sus Timor Timur, seperti telah
diulas di muka, hampir selalu
mewarnai setiap negosiasi yang
telah dilakukan. Sejauh ini, pro-
ses negosiasi internasional ten-
tang Timor Timur terlalu sedikit
memberi perhatian pada usaha-
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usaha yang bisa menguak kepen-
tingan-kepentingan tersembunyi
di balik posisi-posisi yang diper-
tahankan para pihak. Usaha-usa-
ha semacam inilah yang antara
lain perlu dilakukan jika yang
dikehendaki adalah sebuah pro-
ses riegosiasi berorientasi me-
mecahkan masalah.

Tulisan ini oleh karenanya
berada dalam kerangka usaha
semacam itu, yaitu khususnya
untuk memperlihatkan mengapa
dan bagaimana kepentingan-ke-
pentingan tersembunyi tadi me-
mainkan peran penting sekaligus
sebagai hambatan dalam proses
negosiasi Timor Timur. Negosia-
si integratif untuk kasus Timor
Timur adalah salah satu cara
untuk menempuhnya, sejalan
dengan keperluan para pihak
untuk menyelesaikan persoalan
ini secara efisien dan efektif.
Masyarakat internasional juga
akan memetik keuntungan dari
usaha semacam ini setelah seki-
an lama menunggu sebuah solu-
si komprehensif atas persoalan
ini.
Tulisan ini, meskipun demiki-
an, tentu saja tidak sedang beru-
saha menawarkan sebuah solusi
komprehensif. Ia hanya tengah
menawarkan elemen-elemen
awal ketika kita hendak dan siap
melakukan negosiasi integratif
yang lebih mengedepankan ‘ke-
pentingan’ daripada ‘posisi’ para
pihak dalam kasus Timor Timur.

Ia oleh karenanya sangat pantas
dan wajib mendapat kritik, per-
baikan-perbaikan, dan informa-
si-informasi tambahan lain yang
mungkin tak tercakup di dalam-
nya dan tak terdiskusikan secara
memadai, dan -juga tentu saja—
perbaikan-perbaikan metodologi
dan analisisnya.
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membicarakan posisi-posisi para pi-
hak dalam kasus Timor Timur dan
bagaimana mereka seharusnya
menyusun kembali rancangan nego-
siasi internasional untuk Timor
Timur.

Roger Fisher et al. op cit. hal.32-41
ibid. hal 55-56

ibid. hal.66

Dulu dikenal dengan nama FRETI-
LIN (Frente Revolucionaria Timor
Leste Independente atau Revolutio-
nary Front for an Independent East
Timor). Beberapa tahun kemudian
dikenal pula dengan nama CNRM
(National Council of the Maubere Re-
sistance). Dipimpin oleh Jose Ramos
Horta, CNRM adalah organisasi uta-
ma dalam gerakan resistensi Timor.
Para anggotanya mengkoordinasi-
kan aksi-aksi resistensi baik di dalam
wilayah Timor Timur sendiri (mela-
lui FALINTIL./ the East Timor Nation-
al Liberation Army) maupun di luar
Timor Timur (melalui perwakilan-
perwakilan CNRM di Australia, Ero-
pa dan Amerika). Keterangan rinci
mengenai organisasi ini tersedia on-
line antara lain di: http:/ /www.uc.pt/
Timor/cnrm.htm.

PBB sendiri telah mengeluarkan
setidaknya delapan resolusi tentang
Timor Timur antara tahun 1975 dan
1982, di antaranya adalah: (1) Reso-
lusi 3485 (XXX) (12 Desember 1975);
(2) Resolusi 31/53 (1 Desember 1976);
(3) Resolusi 32/34 (28 November
1977); (4) Resolusi 33/39 (13 Desem-
ber 1978); (5) Resolusi 34/40 (21 No-
vember 1979); (6) Resolusi 35/27 (11
November 1980); (7) Resolusi36/50
(24 November 1981); dan (8) Resolusi
37/30 (23 November 1982). Resolusi-
resolusi ini dikeluarkan sebagai ben-
tuk keprihatinan dan kecaman atas
terus memburuknya situasi di Timor
Timur sejak perang saudara pecah di
pertengahan sampai dengan akhir
1970-an. [Sumber: Heike Krieger, ed.
1997. East Timor and the International
Community: Basic Documents. Cam-
bridge International Documents Series
Vol.10. Cambridge: Cambridge Uni-
versity Press. hal.123-133].

Dikutip dan diterjemahkan dari situs
resmi (official homepage) Departemen

Luar Negeri RI, tersedia on-line di:
http:/ /www.dfa-deplu.go.id/

17 Mengenai isu historis yang spesifik ini,

kiranya perlu disampaikan pula do-
kumen Departemen Luar Negeri RI
berikut ini yang merefleksikan pan-
dangan resmi pemerintah Indonesia
[Sumber: Departmen Luar NegeriR],
tersedia on-line di http:/ /www.dfa-
deplu.go.id/]:

Pada tanggal 25 April 1974, militer Por-
tugis menggulingkan pemerintahan
di Portugal dan menyatakan bahwa
seluruh koloni Portugis di Asia dan
Afrika, termasuk Timor Timur, akan
diberi hak-hak demokratiknya. Orang
Timor Timur diperbolehkan mem-
bentuk partai-partai politik dan mem-
ulai proses yang ditujukan untuk se-
buah referendum pada tanggal 13
Maret 1975 yang akan menawarkan
tiga pilihan (yang akan menentukan
status Timor Timur): menjadi sebuah
wilayah otonom di bawah pemerin-
tahan Portugal, menjadi sebuah nega-
ra merdeka di dalam atau di luar per-
semakmuran Portugis, atau ber-
gabung ke Republik Indonesia se-
bagai propinsinya yang ke-27.
Meskipun demikian, Portugal mulai
menunjukkan tanda-tanda untuk
menarik komitmennya itu. Pada bu-
lan Oktober 1974, Menteri Koordina-
si Interteritorial Portugis, Dr. Antonio
de Almeida Santos, menyatakan bah-
wa sebuah Timor Timur yang merde-
ka adalah tidak realistik sebab, dalam
posisinya yang lemah, ia akan kembali
menjadi obyek kolonisasi kekuatan-
kekuatan lain. Indonesia sendiri telah
menyatakan tidak memiliki ambisi
teritorial terhadap Timor Timur atau-
punwilayah lain, tetapi Indonesia akan
menerima integrasi Timor Timur jika

rakyat Timor Timur sendiri meng-

ya.

Sementara itu, lima partai politik
muncul di Timor Timur. Tiga yang ter-
besar adalah UDT (Uniao Democrati-

- ca Timorese) yang lebih cenderung
' pada proses kemerdekaan bertahap

dengan tetap menjalin hubungan is-
timewa dengan Portugal; Fretilin
(Frente Revolucionaria de Timor Leste
Independente) yang menyerukan
pernyataan kemerdekaan secepatnya



dan ti semua struktur sosial
dan ekonomi Timor Timor; dan Apo-
deti (the Association Popular Demo-
cratica de Timor) yang lebih meng-
dengan alasan bahwa Timor Timur
sesungguhnya adalah satu kesatuan
secara historis dengan Timor Barat di
Indonesia, dan bahwa pemisahan dua
Timor ini adalah sebuah produk poli-
tik kolonial. UDT mulanya adalah
yang terbesar, tetapi kemudian Apo-
deti mulai mengancam popularitasn-
ya. UDT tercatat juga pernah menja-
lin koalisi singkat dengan Fretilin.
Inilah yang kemudian memunculkan
rumor bahwa Portugis akan segera
menyerahkan kedaulatannya atas
Timor Timur kepada koalisi ini. Yang
terjadi kemudian adalah teror Freti-
linyang didukung secara rahasia oleh
pemerintah Portugis terhadap para
pemimpin dan pendukung Apodeti.
Upaya-upaya diplomatik Indonesia
dan negara-negara lain untuk mere-
dakan ketegangan dan kekerasan di
Timor Timur mendapat tantangan
serius dari kekeraskepalaan Fretilin.
Pada tanggal 20 Agustus 1975, dengan
senjata yang disuplai oleh Portugis,
Fretilin menguasai Dili, ibukota Timor
Timur. Perang saudara kemudian
pecah. Bukannya berusaha memuli-
hkan kembali keamanan, pemerintah
Portugis malah meninggalkan begi-
tu saja wilayah ini pada tanggal 26
Agustus 1975. Di saat perang saudara
ini mulai mengancam dan merembet
ke wilayah Indonesia, pada tanggal
28 November 1975 Fretilin secara
sepihak memproklamirkan kemer-
dekaan Timor Timur. Pada hari
berikutnya, Apodeti, UDT dan kelom-
pok-kelompok politik lainnya mem-
proklamirkan kemerdekaan Timor
Timur dan pada saat yang sama me-
nyatakan berintegrasi ke dalam Re-
publik Indonesia. Pada tanggal 7

Desember 1975, dengan bantuan mi-

liter Indonesia, mereka mengambil
alih kembali Dili dari kekuatan-kekua-
tan Fretilin dan 10 hari kemudian
memproklamirkan sebuah pemerin-
Baik pemerintahan provisional Timor
Timur maupun pemerintah Indone-
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sia telah meminta partisipasi PBB
dalam proses dekolonisasi, tetapi PBB
memilih untuk tidak melakukan
apapun. Sehingga kemudian pemer-
intahan provisional memutuskan un-
tuk membentuk sebuah lembaga
perwakilan rakyat yang beranggota-
kan wakil-wakil terpilih. Pada tang-
gal 31 Mei 1976, dalam sebuah sesi
terbuka dan disaksikan oleh anggo-
ta-anggota korps diplomatik yang
bertugas di Jakarta dan pers interna-
sional, lembaga perwakilan rakyat
Timor Timur memutuskan untuk
meminta secara resmi kepada peme-
rintah Indonesia untuk menerima
keputusan rakyat Timor Timur un-
tuk berintegrasi dengan Republik In-
donesia sebagai propinsinya yang ke-
27. Pada tanggal 17 Juli 1976, presiden.
Soeharto menyatakan secara resmi
status Timor Timur sebagai propinsi
ke-27.

Rekonstruksi dan rehabilitasi Timor
Timur pun segera dimulai. Pada saat
integrasi, standar hidup kebanyakan
rakyat Timor Timur jauh berada di
bawah wilayah-wilayah lain di In-
donesia kecuali Irian Jaya. Lebih dari
70% populasi di sana buta huruf. Ban-
yak di antara mereka yang tinggal
dan terisolasi di desa-desa terpencil
tanpa sarana jalan dan komunikasi
dengan dunia luarnya. Pertanian di-
jalankan dengan basis subsisten yang
primitif. Untuk menyediakan tidak
hanya kebutuhan-kebutuhan dasar
manusia di Timor Timur tetapi juga
fondasi untuk pembangunan di masa
datang, Indonesia telah menyalurkan
berbagai sumberdaya yang jumlah-
nya enam kali lipat (dalam per kapi-
ta) jumlah yang disediakan untuk
propinsi-propinsi lain.

Dikutip dari: http://www.min-
nestrangeiros.pt/politica/documen-
tos/ enggovtimor.html [Juli 1997]

19 Lihat Roger Fisher, et al, hal. 21-31

20
21

Lihatibid, hh.35-41
Lihatibid, hh.123-132

22 ibid, h.22
23 ibid
24 Tabel dibuat berdasarkan, diadopsi,

dan dimodifikasi dari Roger Fisher,
etal, op cit, h.26

25 Roger Fisher, etal, op cit, hh.32-35
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26 ibid, h.33

27 ibid, h.35

28 ibid, h.38

28 ibid

30 Tabel dibuat berdasarkan, diadopsi,
dan dimodifikasi dari Roger Fisher,
etal, op cit, h.40

31 Roger Fisher et al, op cit, h.12.

32 Tabel dibuat berdasarkan, diadopsi,
dan dimodifikasi dari ibid, h.124
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